BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/493 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN
MUSYAWARAH KAMPUNG PADA KAMPUNG SUMBE
DISTRIK NAMBLONG MASA BHAKTI 2022-2028

Menimbang :

Mengingat

d.

a.

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan kampung yang demokratis, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta untuk mencapai masyarakat
kampung yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya, maka perlu dibentuk Badan Musyawarah
Kampung sebagai wadah untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan saran
dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung
menyatakan bahwa hasil pelaksanaan musyawarah
penetapan anggota Bamuskam disampaikan oleh Panitia
Musyawarah Penetapan Anggota Bamuskam kepada kepala
kampung, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui
kepala distrik untuk diresmikan keanggotaannya yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan

Musyawarah Kampung pada Kampung Sumbe Distrik
Namblong telah terpilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
Anggota untuk Masa-Bhakti 2022-2028;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Peresmian
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan
Musyawarah Kampung pada Kampung Sumbe Distrik
Namblong Masa Bhakti 2022-2028;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

10.

2

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan

Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi
Kampung (Lembaran Daerah  Kabupaten Jayapura
Tahun 2003 Nomor 11);

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (Lembaran
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 3);

. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Meresmikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Sumbe Distrik
Namblong Masa Bhakti 2022-2028 yang nama-namanya
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Fungsi, wewenang dan hak Badan Musyawarah Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. Fungsi :
a. menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala
kampung;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Wewenang :
a. membahas rancangan peraturan kampung bersama
kepala kampung;
b. melaksanakan  pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan kampung dan peraturan Kepala kampung;
c. membentuk panitia pemilihan kepala kampung;
d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan inspirasi masyarakat;
e. menyusun tata tertib Badan Musyawarah Kampung.

3. Hak:
a. meminta keterangan kepada pemerintah kampung;
b. menyatakan pendapat.

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung
diberikan insentif dan pendapatan lain yang sah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran
Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/322 Tahun 2016
tentang Peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Sarmai Atas,
Kampung Sarmai Bawah, Kampung Sanggai, Kampung
Yakasib, Kampung Besum, Kampung Hanggai Hamong,
Kampung Sumbe dan Kampung Karya Bumi Distrik Namblong
Masa Bhakti 2016-2022 nomor urut 7 (tujuh) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

onhwn =

Gubernur Provinsi Papua;

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;

Inspektur Kabupaten Jayapura;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
Kepala Kampung Sumbe Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR188.4/493 TAHUN 2022
TANGGAL 12 Oktober 2022

NAMA KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN
MUSYAWARAH KAMPUNG PADA KAMPUNG SUMBE
DISTRIK NAMBLONG MASA BHAKTI 2022-2028

KAMPUNG NAMA-NAMA JABATAN
1 2 3
SUMBE AGUSTINUS BALLI KETUA

YAHYA KLADIT WAKIL KETUA
YOHANIS SAMBOOK SEKRETARIS
MARLINA TOKEN ANGGOTA
MATIUS YESNAT ANGGOTA
YUSTINA ANGGOTA
ELISABET PAUHU ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si
salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003



